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TENTANG
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PENGESAHAN

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap
bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;

. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dalam menangani sengketa
informasi publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi;

. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan review atau evaluasi
secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun;

. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan
selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;

. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai
dilaksanakan;

. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan
mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;

. Dengan berakhirnya seluruh tahapan kegiatan Penanganan Sengketa
Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, maka Standar
Operasional Prosedur ini dinyatakan tidak berlaku;

. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani

Disahkan di Jambi
Pada tanggal 1§ Januari 2026




KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR SOP

Nomor ©\ Tahun 2026

TANGGAL
PENGESAHAN

\§ Januari 2026

DISAHKAN OLEH

SEKRETARIS

| KOMISI PEMILIHAN UMUM

| H. KHOIRUL BAHRI LUBIS

PROVINST JAMBI Nama SOP STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PENANGANAN
SENGKETA INFORMASI
PUBLIK
KUALIFIKASI
DASAR HUKUM: PELAKSANA JUMLAH PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 14 Tahun |1. Memahami Minimal 2 Orang

2008 tentang keterbukaan informasi
publik

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 22 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan dan Pelayananan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas,
Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal KPU, KPU
Provinsi dan KPU Kab/Kota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 9 Tahun 2022 tentang
Partisipasi Masyarakat Dalam
Pemilihan Umum dan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015
Tentang Standar Oprasional Prosedur
Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi
Publik Di  Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi Nomor
06/PP.07/15/2022 tentang Standar
Operasional Prosedur Pengelolaan dan
Pelayanan  Informasi  Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jambi.

tentang prosedur

penanganan

sengketa informasi

publik
2. Memahami

tentang pelayanan

informasi publik

KETERKAITAN:

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN:

SOP Pengelolaan dan Pelayanan Informasi

Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Jambi

Formulir Sengketa Informasi Publik

Softcopy formulir permohonan keberatan
informasi publik

Perangkat keras (hardware) : komputer, printer,
ballpoint, dan cap/stempel




PERINGATAN:

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Prosedur wajib dilaksanakan sesuai alur
kegiatan

- Disimpan dalam bentuk dokumen tercetak dan

elektronik

- Dokumen  Daftar Penanganan
Informasi Publik

Sengketa
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